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REPUBLIK INDONESIA

RESUME 1IASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang per 31 Desember 2016, serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan
Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 yang memuat opini
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 34.A/LHP/XIX.MKS/05/2017 tanggai 29 Mei
2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dengan Nomor 34.C/LHP/XIX.MKS/05/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas, BPK
mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Sidenreng
Rappang untuk menentukan prosedur pemeriksaan denigan tujuan untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas
sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian
intern dan operasinya. Pokok-pokok kelémahan dalam sistem pengendalian intern atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditemukan BPK
adalah sebagai berikut:

1. RSUD Neue’ Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai BLUD Belum
Memiliki Kebijakan Akuntansi dan Sisdur Pengelolaan Keuangan BLUD;

2. Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara Pada RUSD Nene’ Mallomo dan SMAN 2
Panca Rijang Tidak Tertib dan Kekurangan Kas Pada SMAN 2 Panca Rijang sebesar
Rp84.074.850,00;

3. Pengelolaan, Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Belum Tertib;

4. Kesalzhan Penganggaran Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Modal pada
Empat SKPD Sebesar Rp10.2 0.033.237,00 dan Dana BOS Belum Dianggarkan;

5. Dana Desa APBN Terlambat Dicairkan Dari Rekening BUD ke Rekening Kas Desa
Sebesar Rp42.931.071.000,00.
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Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.
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